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PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dps

=
A e 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat dan Hak asuh anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis
telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Denpasar, XXXXXXXXXXXXXX,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta
XXXXXXXXxxX, pendidikan S1, tempat kediaman
di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Bali, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama
Islam, pekerjaan Pegawai
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan S1, tempat
kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung, Kutuh,
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2024
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 19 April
2024, sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 24 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur Kota
Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2016;

o 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumahorang tua Penggugat di Jalan NaraKusuma, Gg. Saribunga 7,
Link/Br. Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota
Denpasar selama kurang lebih 6 tahun dan sudah di karuniai 1 anak
yang bernama: XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 3
Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Tergugat kurang memperhatikan dan peduli dengan keadaan

rumahtangga;

2. Tergugat kurang terbuka perihal keuangan sehingga nafkah yang
diberikan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan

berumahtangga;

3. Tergugat memiliki sifat temprament dengan sering merusak dan

membanting barang-barang disekitar ketika merasa emosi;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2022, dimana
Penggugat sudah tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang tidak bisa
menempatkan diri seolah-olah tidak peduli dan tidak bisa menghargai
Penggugat beserta keluarga Penggugat dan pada 17 Agustus 2022
Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak
saat itu antara Penggugat denganTergugat sudah pisah rumah dan

sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
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5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak

hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama:

1. XOOXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir i Denpasar pada
XXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia xx tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;
Subsider:
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo etbono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan
perkara ini, Penggugat/kuasanya dan Tergugat datang menghadap di
persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya
rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi
dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis, namun Penggugat dan
Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan mediasi
yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan
Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya yakni untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan
jawaban yang telah diagendakan secara elektronik meskipun agenda
persidangan telah disusun bersama, namun Tergugat tidak mengirimkan
jawabannya maupun dupliknya. Kemudian dilanjutkan dengan persidangan
untuk pembuktian yang dilaksanakan didalam ruang persidangan, namun
Tergugat juga tidak datang ke Persidangan dan tidak mengutus wakil’kuasa
hukumnya, namun ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
dipandang sah oleh hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa diluar
hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXXXX tanggal
XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor xxxxXXXXXXXXXXXXXX
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Tanggal 26 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Mei 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutiapan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07
Mei 2018 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi
tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. saksi, lahir di Kelating tanggal xxxxxxxxxxx, umur, xx tahun, Agama
Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Gianyarr,
Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali; di bawah sumpahnya memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai teman
Penggugat sejak di bangku SMA dan kenal juga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikahnya sekitar tahun 2016 yang lalu ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat,
kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal
sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih mengunjungi
sebatas masalah anak, sedangkan rumah tangganya sudah tidak rukun
lagi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
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- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sebab pertengkaran karena, Tergugat kurang memperhatikan dan
kurang peduli dengan keadaan rumah tangga, selama ini yang
mencukupi kebutuahn keluarga hanya dari Penggugat, Tergugat angkuh
dan cuek, serta kurang terbuka dalam hal keuangan, sehingga nafkah
yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga
memiliki temperamen yang tinggi sehingga ketika terjadi pertengkaran
sering merusak barang-barang yang ada disekitarnya;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan setahu saksi penggugat
mampu merawat kedua orang anaknya dengan baik;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi, lahir di Banyuwangi tanggal XXXXXXXXXxxXxX, umur, xx tahun,
Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D lllI, tempat kediaman
di Jalan XXXXXXXXXXXHOKXXXXXXXEXXKXEXXXXKXXXXHKHXXXXXXXXXXXKKK,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. di bawah sumpahnya
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Teman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah sekitar tahun 2016;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis
yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang
lalu;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
masih saling mengunjungi untuk keperluan anak saja, sedangkan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak pernah
berhubungan lagi layaknya suami istri ;
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- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap
nafkah keluarga, Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan,
sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sepenuhnya dari Penggugat,
Tergugat angkuh dan cuek serta tidak peduli dengan keadaan rumah
tangganya;

- Bahwa saksi tahu anak penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh
Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dan setahu
saksi Penggugat adalah ibu yang baik untuk anak tersebut;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya Penggugat/kuasanya telah
membenarkan, sedangkan Tergugat tidak lagi hadir di persidangan sehingga
tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat/kuasanya memberikan kesimpulan
pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk
persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di
persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun
kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi
dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis, namun Penggugat dan
Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan mediasi
yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan

Tergugat karena sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan karena al:

a. Tergugat kurang memperhatikan dan peduli dengan keadaan
rumahtangganya;

b. Tergugat kurang terbuka perihal keuangan sehingga nafkah yang diberikan
tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan berumahtangga;

c. Tergugat memiliki sifat temperamin dengan sering merusak dan membanting
barang-barang disekitar ketika merasa emosi;

e. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2022, dimana Penggugat sudah
tidak nyaman dengan sikapTergugat yang tidak bisa menempatkan diri
seoalah-olah tidak peduli dan tidak bisa menghargai Penggugat beserta
keluarga Penggugat dan pada tanggal 17 Agustus 2022 Tergugat memilih
untuk pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan tidak ada hubungan
layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1 s/d,
P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat,
Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil
maupun materiil;

A. Penilaian bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P.1. tersebut
menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
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- Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan telah
dinazagelen, isi bukti P.2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, isi bukti P.3 tersebut menjelaskan mengenai data-data
anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, isi bukti P.4 tersebut menjelaskan mengenai anak yang
dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;
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Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi,
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Provinsi Bali;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 24 September 2016 yang dicatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

3. Bahwa dalam perkawinanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di
Denpasar pada tanggal 3 Maret 2018;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat tidak
bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang terbuka
dalam keuangan, sehingga nafkah yang diberikan tidak pernah cukup untuk
memenuhi kebutuhan rumah Tangga, Tergugat memiliki temperamen tinggi
sehingga ketika emosi sering merusak dan membanting barang-barang dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal + 2 tahun
yang lalu;

5. Bahwa Penggugat sanggup merawat dan memelihara terhadap 1 (satu)
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orang anaknya;

6. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk
kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ; (vide : Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan
demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona
standi in judicio) dalam perkara a quo dan perkara ini menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang
tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam);

4. Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil
(vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon
agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang
lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu
mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap
Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP
No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada
harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

» Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

» Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah hidup
berpisah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

» Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab
terhadap nafkah keluarganya, Tergugat tidak memperhatikan dan tidak peduli
dengan keadaan rumahtangganya, Tergugat kurang terbuka dalam hal
keuangan, sehingga nafkah yang diberikan tidak pernah cukup untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka dengan demikian unsur pertama
tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat,
maka sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

HIm 12 dari 18 HIm. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam
persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka
unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-
Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq
yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan:

Cun g mhia Y mibiad Lgd adly day ol a5l Blall jlaial cpa (G3al) HUas SDLY) ) S
el Gandls cpa g3l aal e oSagy o slina H)eia¥) Y 750 e e B sea ) sl Aay )l aad
laad) & 5, ol alla 138

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau
suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan *;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal
02 April1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan
agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
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Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah
tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai
tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri,
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken married) sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam
kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai
berikut:

Al o Wl Lple (gla lea g A 3l ey aae S1EI ()
Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera
rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf
¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan
Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar
Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat

patut dikabulkan;
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Menimban, bahwa petitum gugatan angka 3, Penggugat meminta agar
Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas
1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan,
Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu )
orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 3
Maret2018, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (bukti P.4 );

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi
Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau
Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga
dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh
dan memelihara anak — anaknya dengan baik ( vide pasal 41 Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung
prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak
tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi
perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak
yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai mumayyiz, dimana
setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya
atau diasuh bapaknya ( vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula
dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury
juz Il halaman 195 yang Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan
dalam putusan ini, yang berbunyi :

A—ildany Ga) b aly lgda Adg dda g Jadl (34 131y

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia
mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya
lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab I'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

TS e ol sl @yl ) el B (e Ay oa s Dbl SV
Lagia o il e die S
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Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan
anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai,
anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua
yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan,
Penggugat telah mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut secara baik, yang
memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih
sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak hasil pernikahannya
dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa
ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh 1 (satu) orang anak
tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar
pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai
pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana
tersebut angka 4 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun 1 (satu) orang anak Penggugat dan
Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu
kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya
kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak
memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu
dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di
Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Hakim
ini, dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan
anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan
maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan
dikabulkan ;
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Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal
XXXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap
memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan
kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 144.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar dalam
persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nur
Kamah, SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh
Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH. Panitera Pengganti dalam persidangan secara

elektronik;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH
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Rincian  biaya

Pendaftran Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 168.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Redaksi . Rp 10.000,00

Materai : Rp_10.000,00

Jumlah . Rp 144.000,00 (Seratus empat puluh

empat ribu rupiah);
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